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ANTARA COUNCIL OF EUROPE CYBER CONVENTION DENGAN UNDANG-UNDANG
NI TAHUN 20M8 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

{Monang Padmi, Bp. 04.940.105, Fakultas Hukum Reguler Mandiri
Universitas Andalas Padang, 2009, 50 Halaman)

ABSTRAK

Revolusi weknologl informatika yang diawali dengan ditemukannya peralatan vang disebut
dengan komputer, yang dalam prosesnya telah membentuk suatu dunia tersendini vang dikenal
dengan dunia maya. Teknologt informatika dengan segala bidangnya telah memberikan dampak baik
positif maupun negatif bagi kehidupan manusia. Cyber crime merupakan salah satu darmpak negatif
vang telah memberikan msa kecemasan baru bagi nepara maupun masvarskat internasional.
Mengingal kejabatan ini menyeberangi lintas batas teritorial, maka harus ada aturan hukum vang
harmonis dan sejalan antar masing-masing negara. wjuannya agar tefjadi penveragarnan persepsi, hal
ini menciptakan pertanysan apakah semua bentuk cyber crime sudah diatwr di dalam UU ITE dan
sejauh mana sinkronisasi pengaturan cyber crime antara Dewan Eropa (Couwncil of Europe Cyber
Convention) dengan perangkat hukum nasional (UU ITE). Untuk menjawab pertanyaan terschut,
lalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian
wkum terhadap asas-asas hukum. sistematika hukum, dan perbandingan hukum, yang dilakukan
lengan meneliti bahan pustaka atau studi dokumen, Hasil penelitian memperlihatkan bahwa belum
emua bentuk cyber crime yang ada di masyarakat telah terakomeodir dalam UU 1TE, bentuk cyber
vime yang belum diatur & dalam UU ITE adalah email spaming. Di samping itu pengaturan cpber
crime dalam UL ITE telah sejalan dengan bentuk-bentuk cypber crime yang diatur dalam Ewrope
Convention on Cyber Crime tahun 2001, dan ini pem-baikan penepakan hukum cyber crime di
ndonesia. Maka hentuk-bentuk cyber crime vang belum diatur tersebut apar dapat diatur, Dh
amping it perlu dilakukan sosialisasi UU ITE secara optimal kepada masyarakat luas agar semakin
ranyak orang yang memahami undang-undang memuat sanksi pidana tersebut,



BAB I

FPENDAHULUAN

A Latar Belakang

Hadimya struktur peradaban barmn sebagal imbas pesatnyva perkembangan ieknologi
i=lekomonikasi dan komputer telah memudarkan sekat antar negara (bhorderiess) serta mengubah
2z dan corak lokal menjadi global universal. Dengan lahirnya media teknologi informasi atau
vznp kita kenal denpan dunia maya (cvher space), pada satu sisi. seakan memfasilitasi dunia
mminal hingga seerang pelaku kejahatan dapat melakukan aksinya sambil minum kopi hangat

© depan komputer'

Menurut Teguh Arifiyadi {Inspektorat Jenderal Dephkominfo) “Pesatnya perkembangan di
vang teknologi informasi sam ini merupakan dampak dar semakin kompleksnya kebunthan
mznusia akan informasi im sendin. Dekatnya hubungan antars informasi dan teknologi jaringan
comunikasi telah menghasilkan dunia maya yang amat luas yang biasa disebut denpan teknologi
»oerspace. Teknologi ini berisikan kumpulan informasi yang dapat diakses oleh semua orang
=z=m bentuk jaringan-jaringan kompoter yvang disebut jaringan internct. Sistermn jaringan
semungkinkan setiap orang dapat mengetahui dan mengitimkan informasi secara cepat dan

senghilangkan batas-batas teritorial suaty wilayah negara. Kepentingan vang ada bukan lapi
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coalss kepentingan suatu bangsa semata. melainkan juga kepentingan regional bahkan

;:i:.—.-_l_-:ii:.nal”i.

koemajuan teknologl dan industn yang merupakan hasil dan budava manusia di samping
membawa dampak positf, dalam ami dapat didavagunakan untuk kepentingan manusia juga
—embawa dampak negatif terhadap perkembangan dan peradaban manusia itu sendin. Dampak
mezanf vang dimaksud adalah vang berhubungan denpan kejahatan. Kejahatan erat kailannya
semzan perkembangan masyarakat, semakin maju kehidupan masyarakat. maka kejahatan juga
Ean ikt sermakin maju”. Kejahatan juga menjadi bagian dari budava itu sendini. Hal ini berarti
femain tinggi tingkat budaya dan semakin modern suatu bangsa, maka akan semakin modern
moz zjahatan ity dalam bentuk, sifat dan cara pelaksanaannya, Bentuk kejahatan (crime) sccara
womsts akan mengikuti untuk kemudian beradaptasi pada tingkat perkembanpan teknolog.
=2n sam contoh terbesar saat ini adalah kejahatan maya atau biasa disebut cyber erime’

s= == utmva disingkar CC),

Umumnya masyarakat mengalami perubahan akibat kemajuan teknologi, kemajuan ini
s=vxi melahirkan masalah-masalab sosial. Hal it tedadi karena kondisi masyarakat sendirt
SEC Delum siap menerima perubahan, atau dapat pula karena nilai-nilai masyarakat vang ielah

&0 dalam menilai kondisi lama schagai kondisi vang tidak dapat diterima®.

Titik vang rawan pelanggaran di dunia informatika cukup banyak, |ihat saja aspek fegal
g sage, Hak Kekayaan Intelektual (HKD) produk multimedia HE] perangkat lunak

womeore) perlindungan nama domain  internet {domain name). privasi pada cvber space,
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Teguh Arifiyadi, Cbir Crime alaer Awnisipasi-ma Sesura Vi f,
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BAB IV

PENUTLF

A. Kesimpulan
Dari uraian vang telah penulis bahas pada bab sebelumnya maka penulis mengambil
kesimpulan sebagai berikut ;

. Belum semua bentuk CC vang ada diamr dalam UL Informasi dan
Transaksi Elektronik, benuk vang belum distur tersebut adalah e-muil
spaming, yaitn membanjiri folder e-mail korban dengan file sampah vany
tidak perlu sehingga pesan yang masuk mencapal ratusan atau bahkan

ribuan.

[

Dengan mempedomani tabel perbandingan antara UL Informasi dan
Tranzaksi Elektronik  dengan Cosvention on Cyber Crime. dapat
disimpulkan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektrombk telah
mengacu kepada convention on cyber crime yang disusun oleh council of

Europe.

B. Saran
.  Supaya permasalaban email spaming dimasukkan ke dalam bahasan UL ITE.
2. Supaya serua permasalahan cvher crime teelingkupi ke dalam UL ITE, ada

baiknya dalam proses penyusunan sampai tahap sosialisasi kalangan pengpuna

48



internet dilibatkan agar semua bentuk cvder crime terlingkupt oleh UL ITE,

bukan hanya melibatkan sehahagian golongan saja.
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